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Abstract. Bekasi Regency development is only focused on industrial estates, the unevenness of the 

government's attention to 23 sub-districts in Bekasi has become a major problem such as the distribution of 

food to remote areas of Bekasi causing the emergence of malnutrition, This shows the existence of GAP 

between the issue of Bekasi regency issues and the Sustainable Development Goals. Bekasi has regional 

income that is large, compared to all districts in West Java, but the achievement was not able to overcome 

the problem of nutritional status in Bekasi Regency. this was verified by the Bekasi Regency Research and 

Development Office with the implementation of a study on the prevention of community nutrition problems 

in 2017. This research was conducted to determine the nutritional status of the community in the area in 

Bekasi. This study uses an approach method with four regional parameters, namely road network conditions, 

the effect of the conversion of agricultural land towards fulfilling self-sufficiency in rice, environment 

sanitation and meeting the needs of health center facilities. own measurement of Nutritional status seen from 

the parameters of IMT Analysis and LILA. The results of this study are where the development areas I and 

III have nutritional status "good”, while the development area II has a "less" nutritional status and the 

development area IV has a "bad" nutritional status, This illustrates the uneven quality of human resources in 

Bekasi Regency. he conclusion of this study is that uneven nutritional status is influenced by the territorial 

factors of Bekasi district. 
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Abstrak. Pembangunan Kabupaten Bekasi hanya terfokus pada kawasan industri, ketidak merataannya 

perhatian pemerintah ke 23 kecamatan di kabupaten bekasi menjadi permasalahan utama seperti 

pendistribusian pangan ke pelosok kabupaten bekasi menyebabkan munculnya gizi buruk, hal ini 

menunjukkan adanya GAP antara isu permasalahan kabupaten Bekasi dengan Sustainable Development 

Goals. Bekasi memiliki pendapatan asli daerah yang termasuk besar jika dibandingkan dengan seluruh 

kabupaten di Jawabarat, namun pencapaiaan tersebut tidak mampu mengatasi masalah status gizi di 

Kabupaten Bekasi. hal ini diverifikasi oleh Dinas Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bekasi dengan 

dilaksanakannya Kajian penanggulangan masalah gizi masyarakat ditahun 2017. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui status gizi masyarkat dalam perwilayahan dikabupaten bekasi. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan dengan empat parameter perwilayahan yaitu Kondisi jaringan jalan, 

pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap pemenuhan swasembada beras, sanitasi lingkungan, dan 

pemenuhan kebutuhan sarana puskesmas. Untuk pengukurannya sendiri status Gizi dilihat dari parameter 

Analisis indeks massa tubuh, analisis lingkar lengan. Adapun hasil dari penelitian ini dimana wilayah 

pengembangan I dan III memiliki status gizi “baik”, sedangkan wilayah pengembangan II memiliki status 

gizi “kurang” dan wilayah pengembangan IV memiliki status gizi “buruk”, hal ini menggambarkan kualitas 

SDM di Kabupaten Bekasi tidak merata. Kesimpulan dari penelitian ini ialah status gizi yang tidak merata 

dipengaruhi oleh faktor-faktor kewilayahan kabupaten Bekasi.. 

Kata Kunci: Pengembanganwilayah, Status Gizi, Parameter-Perwilayahan 

A. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Sustainable Development Goals 

atau biasa disingkat dengan SDGs 

merupakan kebijakan dunia yang berisi 

tentang tujuan pembangunan 

berkelanjutan yang terdiri atas 17 point 

dengan 169 target yang akan dicapai, 

tujuan ini telah ditentukan oleh 

Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) 

sebagai agenda dunia mengenai 

pembangunan baik secara fisik maupun 

mental.  Salah satu amanat SDGs yang 

disoroti ialah permasalahan gizi dimana 

melibatkan beberapa permasalah 

wilayah seperti melipat-gandakan 

produksi pangan, memenuhi akses yang 

aman untuk pendistribusian pangan 

serta produksi pangan, serta 
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menngakhiri bentuk malnutrein (Gizi 

Buruk). 

Pada tahun 2017 Dinas 

Penelitian dan Pengembangan 

(LITBANG) Kabupaten Bekasi 

melaksanakan kegiatan kajian 

mengenai kondisi status gizi, 

berdasarkan hasil laporan tersebut 

menunjukkan adanya indikasi 

permasalahan gizi di Kabupaten Bekasi, 

hal ini jelas tidak sesuai dengan target 

SDG yaitu mengakhiri segala bentuk 

malnutrisi (Status gizi buruk). Menurut 

Unicef dalam Marzina (2010) kondisi 

status gizi seseorang mempengaruhi 

Tingkat Perkembangan IQ, sedangkan 

IQ sendiri menjadi faktor penentu 

kualitas sumberdaya manusia untuk 

pembangunan lebih baik.  

Selain itu Kabupaten Bekasi 

telah melaksanakan beberap kajian alih 

fungsi lahan pertanian terhadap 

swasembada beras di Kabupaten Bekasi 

yang dilakukan oleh Robbinov D. A 

pada tahun 2015, kajian tersebut 

berkaitan dengan isu pengembangan 

wilayah Kabupaten Bekasi yang dirilis 

artikel Media Tata Ruang “Gelar 

Cikarang sebagai Kota industri terbesar 

di asia tenggara telah menjadi peluang 

bagi investor untuk berlomba-lomba 

menanamkan modalnya di Cikarang”. 

Artinya dari pengembangan Kabupaten 

Bekasi hanya terkonsentrasi pada 

kawasan industri yaitu Cikarang, hal ini 

menunjukkan adaya persoalan 

pembangunan di Kabupaten Bekasi 

seperti persoalan akses pangan tidak 

merata di 23 kecamatan di seluruh 

Kabupaten Bekasi, persoalan ketidak-

merataan distribusi pangan yang 

menunjukkan adanya indikasi 

permasalahan status gizi di Kabupaten 

Bekasi. Hasil tersebut menunjukkan 

adanya ketidak merataan pembangunan 

sedangkan Kabupaten Bekasi 

menunjukkan angka pendapatan asli 

daerah (PAD) Sebesar 4.9 Triliun 

ditahun 2017, Namun angka PAD 

tersebut masih belum bisa membenahi 

permasalahan yang kompleks di 

Kabupaten Bekasi. 

Problematika gizi terkait 

permasalahan wilayah inilah yang perlu 

diprioritaskan oleh Kabupaten Bekasi 

untuk memenuhi SDGs pada poin ke-

dua serta menunjang visi pembangunan 

Kabupaten Bekasi yaitu “Produktif, 

menandung pengertian bahwa kualitas 

dan kuantitas kerja masyarakat 

Kabupaten Bekasi semakin meningkat 

dalam upaya mewujudkan pilar utama 

peningkatan perekonomian daerah”. 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan 

dikaji ialah, Bagaimana status gizi 

terhadap perwilayah Kabupaten 

Bekasi? 

Tujuan Penelitian 

Kajian Ini dilakukan dengan 

tujuan yaitu mengetahui status gizi 

masyarakat dalam perwilayahan 

Kabupaten Bekasi. 

B. Landasan Teori 

Dijelaskan pada Tabel 1 di 

halaman berikutnya. 

C. Hasil Penelitian dan 

Pembahasan 

Adapun kaitan antara 

permasalahan wilayah Kabupaten 

Bekasi dengan Status gizi perwilayah 

ialah : 

1. Wilayah Pengembangan I  

Berikut klasifikasi dari berbagai 

parameter kajian ini yaitu: 

a. Wilayah pengembangan I 

ini jika dilihat dari kondisi 

dari sebaran jaringan jalan 

memiliki kondisi yang baik 

hal ini mempengaruhi 

distribusi beras keseluruh 

wilayah pengembangan I 
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b. WP I ini tidak memiliki 

kemampuan untuk survive 

dengan memproduksi beras 

sendiri dilihat dari tingginya 

laju alih fungsi lahan 

pertanian kearah non-

pertanian, hal ini didukung 

dengan arahan RTRW 

Kabupaten Bekasi 2011-

2031 dimana fungsi 

pengembangan WP I ialah 

kawasan industri dan 

perdangan.  

c. Jika dilihat dari sisi sanitasi 

Tabel 1. Landasan Teori 

No. Judul Nama Peneliti Tahun State of the art 

1 Tujuan Pembanguan 

Berkelanjutan 

UNDP (United 

Nation 

Development 

Program) 

2015 Dalam SDG’s terdiri atas 17 

turjuan pembangunan secara 

berkelanjutan, salah satunya 

ialah Pemenuhan Gizi: dengan 

target Akses aman dan merata, 

peningkatan produktivitas dan 

produksi pangan. 

2 Kajian Alih fungsi lahan 

pertanian terhadap 

swasembada beras di 

kabupaten bekasi 

Robbinov Dwi Ardi 2015 laju alih fungsi lahan pertanian 

di Kabupaten Bekasi sebesar 

1.13 % atau 46.56 Ha, 

sedangkan Kab. Bekasi sendiri 

sudah mengalami defisit 

swasembada berat sebesar 

299,912.83 ton. berdasarkan 

Rencana tata ruang RTRW 

Kab. Bekasi 2011-2031 akan 

mengmperluas alih fungsi 

lahan pertanian maka angka 

defisit ini akan semakin besar 

4 Peraturan Kesehatan 

Lingkungan 

Dinas Kesehatan RI  Kondisi Air Bersih ( berwarna, 

berbau, keruh) 

Kepemilikan kamarmandi dan 

septiktank; pengolahan 

sampah; 

5 Standar tatacara 

penataan ruang 

  Strandar pembangunan 

puskesmas baik luasan dan 

standar berdasarkan jumlah 

penduduk. 

6 FAKTOR 

PEMBANGUNAN 

WILAYAH 

TERHADAP STATUS 

GIZI BALITA DI 

INDONESIA 

N.A. Ma’ruf, Dwi 

Hapsari, Ika 

Dharmayanti 

2016 Suatu wilayah memerlukan 

fasilitas kesehatan 

berhubungan dengan status 

gizi balita, jika dilihat dari sisi 

masyarakatnya perlu adanya 

jaminan pelayanan kesehatan, 

dan pengetahuan ketersediaan  

7 Paradigma 

pembangunan berbasis 

Sumberdaya Manusia  

UNDP (United 

Nation 

Development 

Program) 

 Berdasarkan pembangunan 

yang melihat kualitas 

msumberdaya masyarakat 

memiliki indikator kualitas 

sumberdaya manusia: 

1. Pendapatan 

2. Pendidikan 

3. Kesehatan 

8 Peraturan Tentang Status 

Gizi 

Dinas Kesehatan RI  Lingkar lengan atas  dan 

Indeks Massa tubuh 
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lingkungan WP I termasuk 

kedalam kondisi sanitasi 

lingkungan “sedang” 

dimana Pengolahan sampah 

dan drinase belum memadai 

sehingga hal ini 

menimbulkan dampak 

terjangkit pengakit diare 

dan DBD, kualitas air bersih 

menurun dan kualitas air 

sungai menurun.  

d. Sedangkan untuk 

kelengkapan sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas) termasuk baik 

dan mampu melayani 

masyarakat saat ini. 

e. Keempat parameter tersebut 

berkaitan dengan status gizi 

di WP I diman klasifikasi 

tersebut termasuk kedalam 

klasifikasi normal, hal ini 

menunjukkan kualitas SDM 

di WP I berpotensi baik dan 

mampu mencapai tujuan 

SDGs poin ke-dua. 

2. Wilayah Pengembangan II 

Berikut klasifikasi dari berbagai 

parameter kajian ini yaitu: 

a. Wilayah pengembangan II 

ini jika dilihat dari kondisi 

dari sebaran jaringan jalan 

memilii kondisi yang baik 

hal ini mempengaruhi 

distribusi beras keseluruh 

wilayah pengembangan II,  

b. WP II ini cukup mampu 

untuk survive dengan 

memproduksi beras sendiri 

dilihat dari tingginya laju 

alih fungsi lahan pertanian 

kearah non-pertanian, hal 

ini didukung dengan arahan 

RTRW Kabupaten Bekasi 

2011-2031 dimana fungsi 

pengembangan WP II ialah 

kawasan industri, 

permukiman dan pertanian 

perkebunan,  

c. Jika dilihat dari sisi sanitasi 

lingkungan WP II termasuk 

kedalam kondisi sanitasi 

lingkungan “Buruk” dimana 

wilayah II belum 

mendapatkan layanan 

pengolahan sampah dan 

drinase belum memadai 

sehingga hal ini 

menimbulkan dampak 

terjangkit pengakit diare 

dan DBD, kualitas air bersih 

menurun dan kualitas air 

sungai menurun.  

d. Sedangkan untuk 

kelengkapan sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas) termasuk 

buruk dan hal ini 

mengindikasi Puskesmas 

kurang mampu melayani 

masyarakat saat ini. 

e. Keempat parameter tersebut 

berkaitan dengan status gizi 

di WP II dimana klasifikasi 

tersebut termasuk kedalam 

klasifikasi kurang, hal ini 

menunjukkan kualitas SDM 

di WP II berpotensi kearah 

baik dan cukup mampu 

mencapai tujuan SDGs poin 

ke-dua. 

3. Wilayah Pengembangan III 

Berikut klasifikasi dari berbagai 

parameter kajian ini yaitu: 

a. Wilayah pengembangan III 

ini jika dilihat dari kondisi 

dari sebaran jaringan jalan 

memilii kondisi yang 

sedang hal ini 

mempengaruhi distribusi 

beras keseluruh wilayah 

pengembangan III,  

b. WP III ini tidak mampu 

untuk survive dengan 

memproduksi beras sendiri 

dilihat dari tingginya laju 

alih fungsi lahan pertanian 

kearah non-pertanian, hal 
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ini mengindikasi adanya 

masalah pengembangan 

wilayah dilihat dari arahan 

RTRW Kabupaten Bekasi 

2011-2031 dimana fungsi 

pengembangan WP III ialah 

kawasan pertanian lahan 

basah.  

c. Jika dilihat dari sisi sanitasi 

lingkungan WP III termasuk 

kedalam kondisi sanitasi 

lingkungan “Buruk” dimana 

wilayah III belum 

mendapatkan layanan 

pengolahan sampah dan 

drinase belum memadai 

sehingga hal ini 

menimbulkan dampak 

terjangkit pengakit diare 

dan DBD, kualitas air bersih 

menurun dan kualitas air 

sungai menurun, 

d. Sedangkan untuk 

kelengkapan sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas) termasuk 

buruk dan hal ini 

mengindikasi Puskesmas 

kurang mampu melayani 

masyarakat saat ini. 

e. Keempat parameter tersebut 

berkaitan dengan status gizi 

di WP III dimana klasifikasi 

tersebut termasuk kedalam 

klasifikasi Normal, hal ini 

menunjukkan kualitas SDM 

di WP III berpotensi baik 

dan mampu mencapai 

tujuan SDGs poin ke-dua. 

4. Wilayah Pengembangan IV 

Berikut klasifikasi dari berbagai 

parameter kajian ini yaitu: 

a. Wilayah pengembangan IV 

ini jika dilihat dari kondisi 

dari sebaran jaringan jalan 

memilii kondisi yang buruk 

hal ini mempengaruhi 

distribusi beras keseluruh 

wilayah pengembangan IV,  

b. WP IV ini kurang mampu 

untuk survive dengan 

memproduksi beras sendiri 

dilihat dari tingginya laju 

alih fungsi lahan pertanian 

kearah non-pertanian, hal 

ini mengindikasi adanya 

masalah pengembangan 

wilayah dilihat dari arahan 

RTRW Kabupaten Bekasi 

2011-2031 dimana fungsi 

pengembangan WP IV ialah 

kawasan pertanian lahan 

basah.  

c. Jika dilihat dari sisi sanitasi 

lingkungan WP IV 

termasuk kedalam kondisi 

sanitasi lingkungan “Buruk” 

dimana wilayah IV belum 

mendapatkan layanan 

pengolahan sampah dan 

drinase belum memadai 

sehingga hal ini 

menimbulkan dampak 

terjangkit pengakit diare 

dan DBD, kualitas air bersih 

menurun dan kualitas air 

sungai menurun.  

d. Sedangkan untuk 

kelengkapan sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas) termasuk 

buruk dan hal ini 

mengindikasi Puskesmas 

kurang mampu melayani 

masyarakat saat ini 

e. Keempat parameter tersebut 

berkaitan dengan status gizi 

di WP IV dimana klasifikasi 

tersebut termasuk kedalam 

klasifikasi Buruk, hal ini 

menunjukkan kualitas SDM 

di WP IV buruk dan tidak 

mampu mencapai tujuan 

SDGs poin ke-dua. 
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D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, 

maka rumusan masalah penelitian yaitu 

“Bagaimanakah status gizi dalam 

perwilayahan Kabupaten Bekasi?” 

menunjukkan adanya persebaran 

pembangunan yang tidak merata di 

Kabupaten Bekasi, ketimpangan antara 

parameter wilayah terhadap status gizi 

di kabupaten Bekasi,  hal ini 

ditunjukkan dari hasil penelitian yaitu: 

1. Wilayah Pengembangan I 

termasuk kedalam klasifikasi 

status gizi baik dan 

menunjukkan parameter alih 

fungsi lahan pertanian 

mempengaruhi status gizi 

tersebut. 

2. Wilayah Pengemabngan II 

termasuk kedalam klasifikasi 

status gizi Kurang dan 

menunjukkan parameter sanitasi 

lingkungan dan kebutuhan 

sarana puskesmas 

mempengaruhi status gizi 

tersebut. 

3. Wilayah Pengembangan III 

termasuk kedalam klasifikasi 

status gizi baik dan 

menunjukkan parameter sanitasi 

lingkungan mempengaruhi 

status gizi tersebut. 

4. Wilayah Pengemabngan IV 

termasuk kedalam klasifikasi 

status gizi “Buruk” dan 

menunjukkan parameter kualitas 

jaringan jalan,  sanitasi 

lingkungan dan kebutuhan 

sarana Puskesmas 

mempengaruhi status gizi 

tersebut. 

E. Saran 

hasil penelitian ini mampuh 

menunjukkan bahwa adanya persoalan 

dalam sisi kewilayahan yang 

menyangkut ketidak-merataan status 

gizi diperwilayahan Kabupaten Bekasi, 

hasil penelitian ini perlu di tindak-

lanjuti lewat strategi-strategi yang 

dilaksanakan oleh pihak pemerintah, 

dalam hal ini startegi yang dimaksud 

yaitu: 

1. Wilayah Pengembangan I 

memerlukan  adanya pemenuhan 

kebutuhan beras dengan cara 

memberikan akses jalan 

keseluruh wilayah 

pengembangan I agar distribusi 

Tabel 2.  Klasifikasi Permasalahan Wilayah Terhadap Status Gizi 

Wilayah 
Pengembangan 

Wilayah 
Pengembangan 

I 

Wilayah 
Pengembangan II 

Wilayah 
Pengembangan 

III 

Wilayah 
Pengembangan IV 

Kondisi dari 
sebaran Jaringan 

Jalan 
Rendah 3 Sedang 2 Rendah 3 Tinggi 1 

Alih fungsi lahan 
terhadap 

swasembada 
beras 

Tinggi 1 Sedang 2 Rendah 3 Sedang 2 

Sanitasi 
Lingkungan 

Sedang 2 Buruk 1 Buruk 1 Buruk 1 

Sarana Puskesmas Baik 3 Buruk 1 Sedang 2 Buruk 1 

Satatus Gizi Normal 3 Kurang 2 Normal 3 Buruk 1 

Klasifikasi Baik 12 Sedang 8 Baik 
1
1 

Buruk 6 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 
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beras dari wilayah luar ke 

pelosok Kabupaten Bekasi, serta 

membenahi layanan pengelolaan 

sampah di WP I. 

2. Wilayah Pengembangan II 

memerlukan adanya pemenuhan 

kebutuhan beras dengan cara 

memberikan akses jalan 

keseluruh wilayah 

pengembangan II agar distribusi 

beras dari wilayah luar ke 

pelosok Kabupaten Bekasi, serta 

menyediakan layanan 

pengelolaan sampah di WP II, 

dan melengkapi sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas). 

3. Wilayah Pengembangan III 

memerlukan adanya 

pembenahan kondisi jalan dan 

distribusi jalan ke seluruh area 

WP III, serta menyediakan 

layanan pengelolaan sampah di 

WP III, serta melengkapi sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas). 

4. Wilayah Pengembangan IV 

memerlukan adanya 

pembenahan kondisi jalan dan 

menambah distribusi jalan ke 

seluruh area WP IV, pemenuhan 

kebutuhan beras dengan cara 

memberikan akses jalan 

keseluruh wilayah 

pengembangan IV agar 

distribusi beras dari wilayah luar 

ke pelosok Kabupaten Bekasi, 

serta menyediakan layanan 

pengelolaan sampah di WP IV, 

serta melengkapi sarana 

kesehatan masyarakat 

(Puskesmas). 
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